
BT'PATI TULT'ITGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BT'PATI TULUITGAGT'IVG
IYOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG
TATA CARA PIIYALURAN BAGI HASIL PA.JAK DAERAH
DAIT RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERIITTNI DESA

BUPATI TULT'IVGAGI'I{G,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 9 ayat 2
Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor lg Tahun
2013 tentang Bagian Desa Dari Hasil peneritaan pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah perlu menetapkan peratuian Bupati
tentang tata cara penyaluran bagi hasil pajak daerah dan
retribusi daerah kepada pemerintah Desa:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuarrgan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia iahun 2oo3
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaian
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

tentang
Republik

Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
P_emeriksaan pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangai
Negara (Lembaran Negara Republik i"Aorr""i" tahun 200+
Nomor 66, Tambahan lrembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentangPemerintahan Daggh (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagarmana telahbeberapa kali diubah 

_ 
terakhir dengan Undang_Undang

Nomor 12 Tahun 200g tentang eerirbatran Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentangPemerintahan DaeS! (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200g Nomor 59 tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4g44);

5. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2O0S tentang Desa
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
as87l;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 200g
tentang Tata Cara penatausahaan dan penyusunan Laporan
Pertanggunglawaban Bendahara Serta penyampaiannya;

10. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 14Tahun 2007 tentang pokok_pokok eengelohan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trl.rrrg".grrrrg Tahun
2007 Seri E Nomor 03);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16Taiun 2Ol0 tentang pajak Daerah llimUaran Daerah
Kabupaten T\rlungagung Tahun 2010 ieri B Nomor 01),sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah
Kabupaten T\rlungagung Nomor t2 Tahun 2OI2 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Seri B Nomor
01);

12. Peraturan Daerah Kabupaten T\.rlungagung Nomor 16Tahun 20ll tentang Organisasi Aan fita Kerja perangkat
Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun2011 Seri D Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 1gTahun 2013 tentang Bagran Oesa dari" ilasit penerimaan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten T\rlungagung Tahun 2014 Seri B Nomor Ol);

MEMUTUSI(AN:
Menetapkan: pERATURAN BUPATI

BAGI HASIL PAJAK
KEPADA PEMERINTAH

TENTANG TATA CARA PENYALURAN
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DESA

BAE} I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:l. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten T[lungagung.2. Bupati adalah Bupati T\rlungagung
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Dinas Pendapatan yang selanjutnya disingkat Dipenda adalah Dinas
Pendapatan Kabupaten T\rlungagung.
Kepala Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Kepala Dipenda adalah
Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tulungagung
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerJh bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah seb"gai pembayaran atas jasa atau pemberi an tzin tertentulang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adai istiadat setempatyang diakui dan dihormati daram sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

BAB II
SUMBER DAN BESARAN

Pasal 2

(l) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di I*bupatenTulungagung bersumber dari :

a' Pqiak Daerah sebesar rso/o dan realisasi penerimaan, yang terdiri dari 9(sembilan) jenis pajak :

I. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:
7. Pajak parkir;

9' Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusa' pemerintahan olehPemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal_;sul danadat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalamsistemPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10' Pemerintah Desa adalah Kepala Desa da' perangkat Desa sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan desa.
f 1. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yangdialokasikan oleh pemerintah Daerah kepada Desa untuk membiayaipeningkatan Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersumber dariPajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.

5.

6.

7.

8.
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8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet.

b. Pajak Daerah sebesar 2tr/o dari realisasi penerimaan, yang terdiri dari 2
(dua) jenis pajak :

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
2. Pajak Bumi Bangunan perdesaan dan perkotaan.

c. Retribusi Daerah sebesar 15% dari realisasi penerimaan, yang terdiri dari
4 (empat) jenis retribusi :

l. Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan;

2. Retribusi pelayanan pasar;

3. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
4. Retribusi Izin Gangguan.

(2) Alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sefagaimana dimaksudayat (1) huruf a, huruf b nomor 1, dan huruf 
" sebesa, z0% dibagi

berdasarkan potensi desa dan 3o7o berdasarkan pemerataan dari masing-
masing desa;

(3) Alokasi bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud ayat (r) huruf b nomor 2

*Ta mempertimbangkan aspek prestasi pemungutan ditetapkan sebagaioenkut :

a.7o%o dari realisasi sebagai aspek proporsional diberikan kepada seruruh
Desa dan Kelurahan;

b' 3u/o dari realisasi sebagai aspek prestasi bagi desa yang runas bulanjatuh tempo;
(4) Dikecualikan dari ayat (r) untuk wilayah Kecamatan Ttrlungagung terdapatketentuan :

a. Alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang lokasi pemungutannya berada di wilayahKecamatan Tulungagung digunakan untuk Intensifikasi danEkstensifi kasi pendapatan Daerah ;

b. Alokasi bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang obyekpajaknya berada di wilayah Kecamatan T\rlungagung diguniari untukmemotivasi pelunasan pBB di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalambentuk Insentif prestasi pemungutan pajak Bumi Bangunan perdesaan
dan Perkotaan.

BAB III
PERHITUNGAN, PENCAIRAN, PERSYARATAN PEI{YALURAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN

Bagran Kesatu
perhitungan

Pasal 3

Perhitungan besaran bagi hasil desa dari penerimaan pajak daerahretribusi daerah dilaksanakan oleh Kepala nipJnaa.

v



(1)

(2)

(3)

(41

5

Bagran Kedua
Pencairan

Pasal 4

Pencairan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (21
dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran.
Pencairan dana bag hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3)
dilaksanakan setelah bulan jatuh tempo.

Dalam hal terdapat kelebihan dan/atau kekurangan penyaluran dana bagi
hasil sebagaimana ayat (1) dan ayat (21 amn aiperfritungkan pada
penyaluran bagi hasil periode berikutnya.
Pemberian Insentif Prestasi pemungutan pajak Bumi Bangunan perdesaan
dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dJam pasar 2 iyat (4) huruf b
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(l)

(21

(3)

Bagian Ketiga
Persyaratan Penyaluran

Pasal 5

Persyaratan penyaluran dana bagi hasil adarah memiliki rekening atasnama pemerintah desa.

Dalam hal terdapat pembaharuan rekening pemerintah desa, pihak Desawajib menginformasikan kepada Dipenda.
Pgnyaluran dana bagi hasil ditransfer merarui rekening kas daerah kerekening desa sebagaimana dimaksud pada 

"y"t tf t oleh BpKAD.

Bagran Keempat

Pertanggungiawaban

pasal 6

(1) Penerimaan Dana Bagr Hasil pqiak Daerah dan Retribusi Daerahmerupakan pendapatan Desa.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikankepada Desa yang telah menetaptan angglan pendapatan dan BelanjaDesa pada tahun berkenaan.

menetapkan ApBDes sebagaimana dimaksud pada
dilakukan penundaan penyaluran sampai deiga.,

(4) Pertanggungjawaban p*" Bagr Hasil pajak dan Retribusi Daerahsslag:im€u13 dimaksud pada ayai (1) sesuai dengan t"t".,t.r"r, p.rrg"tot 
"r,keuangan desa.

(3) Dalam hal Desa belum
ayat (2), maka dapat
ditetapkan.

1,,
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BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati rlrlungagung Nomor 12 Tahun 2oo7 tentang petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun
2006 tentang Bagran Desa Dari Hasil Penerimaan pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

2. Peraturan Bupati r\rlungagung Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan
Atas Peraturan Bupati rtrlungagung Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 9
Tahun 2006 tentang Bagran Desa Dari Hasil penerimaan ea3at< D-aerah dan
Retribusi Daerah;

3. Peraturan Bupati r\rrungagung Nomor 11 Tahun 20ro tentang perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati rulungagung Nomor 12 Tahun 2b0z tentang
Petunjuk Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 9
ldtr 2006 tentang Bagran Desa Dari Hasil penerimaan eaiat Dlrah dan
Retribusi Daerah;

4' Peraturan Bupati rhlungagung Nomor 15 Tahun 2012 tentang perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati r\rlungagung Nomor 12 Tahun iooz t .,t^ogPetunjuk Pelaksanaan peraturan oairah Iiabupaten Tl"rrungagung Nomor 9Tahurr 2006 tentang Bagian Desa Dari Hasil penerimaan ei.iai D"aerah danRetribusi Daerah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

pasal g

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

fsar ytiP orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenTulungagung

Ditetapkan di Ttrlungagung
pada tanggal 0 Z lUtt 2914

BUPATI

A

v3]:i|""*u"t_di r\rlungagung
padatanggal 2Juni2O1+
SEKRE/ARIS DAERAH

e.mur.ra-utam-lila@
NrP. 19590919 199oot 1 006

P:E ?*:.:l Kabupaten rrrlungagungranun 2O14 Nomor 2T O

A


